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      PERATURAN WALIKOTA BANDUNG 

  NOMOR :  910 TAHUN 2010 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 336 TAHUN 2010 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN BIAYA OPERASIONAL 

SEKOLAH (BOS) KOTA BANDUNG PADA PENYELENGGARAAN PROGRAM 

SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2010 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BANDUNG,  

 

Menimbang  : a.  bahwa Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 

(BOS) Kota Bandung Pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis 

Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota 

Bandung Nomor 336 Tahun 2010;  

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 jo Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Bandung Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2010,  maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;  

c. bahwa... 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

dan huruf b,  perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang 

Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 336 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 

(BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis 

Tahun Anggaran 2010;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok               

Kepegawaian  sebagaimana  telah diubah dengan  Undang-Undang  

Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang 

Yayasan; 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional; 

6. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas 

Wilayah  Kotamadya  Daerah  Tingkat II Bandung dengan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Bandung; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra 

Sekolah; 

 

12. Peraturan... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar 

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 

Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar; 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1990  tentang  Pendidikan 

Wajib Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan  

Pemerintah  Nomor  29  Tahun  1990  tentang  Pendidikan Wajib 

Menengah ; 

14.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

 Pendidikan; 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

 Perimbangan; 

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi 

 Keuangan Daerah; 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan  

Keuangan dan Kinerja  Instansi  Pemerintah; 

19.  Peraturan Pemerintah  Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan: 

22.  Keputusan Presiden Nomor  80  Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah  

diubah beberapa kali terahir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Perubahan kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor  80  

Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah; 

23.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  

Pedoman Pengelolaan Keuangan  Daerah  sebagaimana  telah  diubah 

dengan Peraturan Menteri  Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;  

 

24. Peraturan... 
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24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata 

Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta Penyampaiannya; 

25.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan; 

26.  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 

Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Bandung; 

27.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok- 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

28.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 

29.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung 

Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota 

Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan 

Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung  

30.  Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Rencana  Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-

2025; 

31.  Peraturan    Daerah    Kota   Bandung    Nomor   15   Tahun   2008   

tentang Penyelenggaraan Pendidikan; 

32.  Peraturan Daerah    Kota   Bandung    Nomor   09   Tahun   2009   

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 

Tahun 2009-2013; 

33.  Peraturan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 

Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;  

 

 

34. Peraturan… 
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34.  Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem 

dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

untuk keduakalinya dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 276 

Tahun 2010;  

35.  Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000  Tahun 2009 tentang Tata 

Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan 

Walikota, dan Instruksi Walikota;  

36.  Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 719 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 ;  

  

Memperhatikan  :  1.   Instruksi  Presiden Nomor  5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional 

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 

dan Pemberantasan Buta Aksara; 

 2.   Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  

  3.  Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/MPN/KU/2009 

tentang Kebijakan Pendidikan Gratis bagi Pendidikan Dasar, tertanggal 

25 Februari 2009. 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan    :  PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 336 TAHUN 2010 

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN  BIAYA 

OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PADA PENYELENGGARAAN 

PROGRAM SEKOLAH GRATIS TAHUN ANGGARAN 2010. 

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 336 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pengelolaan Biaya Operasional Sekolah 

(BOS) Kota Bandung pada Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis Tahun 

Anggaran 2010 diubah sebagai berikut : 

Ketentuan… 
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 Ketentuan BAB II, huruf B, angka 2 (dua) diubah dan ditambah 2 (dua) huruf 

yakni huruf d, huruf e, huruf f, huruf g diubah dan ditambah huruf h dan huruf 

i, sehingga BAB II, huruf B angka 2 (dua) selengkapnya berbunyi sebagai 

berikut : 

2. Sekolah Menengah Pertama Swasta Madrasah Tsanawiyah Negeri/Swasta, 

dan Sekolah Menengah Pertamam Negeri Induk Sekolah Menengah 

Pertama Terbuka, 

   Alokasi dana sebesar Rp. 23.101.072.000,00 (dua puluh tiga milyar 

 seratus satu juta tujuh puluh dua ribu rupiah) diperuntukan bagi 178 

 (seratus tujuh puluh delapan) SMP Swasta, MTs Negeri/Swasta, dan SMP 

 Negeri Induk Terbuka, dengan kegiatan sebagai berikut : 

  a.   Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar Rp. 

1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah); 

 b.  Pengembangan Proses Belajar Mengajar (PBM) sebesar Rp. 

2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah); 

  c.  Pengembangan Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 3.500.000.000,00 

(tiga milyar lima ratus juta rupiah); 

  d.  Pengembangan Manajemen Sekolah sebesar 4.200.000.000,00  (empat 

milyar dua ratus juta rupiah); 

  e.  Pengembangan Sistem Penilaian sebesar  Rp. 1.5000.000.000,00 (satu 

milyar lima ratus juta rupiah); 

  f.  Pengembangan Lingkungan Sekolah sebesar Rp 2.100.000.000,00 

(dua milyar satu ratus juta rupiah); 

g. Pengembangan Budaya Sekolah sebesar Rp. 4.200.000.000,00 (empat 

milyar dua ratus juta rupiah); 

h. Pengembangan Kegiatan Kesiswaan sebesar Rp. 1.500.000.000,00 

(satu milyar lima ratus juta rupiah); 

i. Kegiatan Rumah Tangga Sekolah/Langganan Daya dan Jasa sebesar 

Rp. 2.001.072.000,00 (dua milyar satu juta tujuh puluh dua ribu 

rupiah). 

 

 

Pasal... 
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Pasal II 

 

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini  dengan  penempatannya  dalam  Berita  Daerah  Kota  Bandung.  

                            

 

Ditetapkan di Bandung 

Pada tanggal 16 Desember 2010        

                        WALIKOTA BANDUNG, 

 

                                                    TTD 

 

                                   DADA ROSADA 

 

 

 

Diundangkan di Bandung 

pada tanggal 16 Desember 2010  

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 

 

         

 

                           EDI SISWADI  

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 47 

 


